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Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hilirisasi industri manufaktur di
Kalimantan terhadap pertumbuhan hijau yang inklusif.

Desain/Metodologi/Pendekatan: Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dan
menerapkan konsep inclusive green growth (IGG), penelitian ini membagi pertumbuhan tersebut
ke dalam tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diukur melalui 17 variabel.
Penelitian ini mengadopsi metode normalisasi Minimum-Maksimum untuk data, sehingga
memungkinkan perbandingan yang setara antarvariabel. Penelitian ini menggunakan metode
regresi panel untuk mengestimasi pengaruh kebijakan hilirisasi manufaktur terhadap
pertumbuhan hijau inklusif di Pulau Kalimantan.

Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan variasi signifikan antarprovinsi dalam pencapaian
IGGI. Analisis regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi berpotensi
mendukung pertumbuhan hijau, faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan sosial daerah juga
berperan penting. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang terintegrasi yang tidak hanya
fokus pada hilirisasi tetapi juga pada peningkatan sosial dan pengelolaan lingkungan untuk
mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Keterbatasan dan Implikasi Penelitian: Keterbatasan proksi hilirisasi (dummy) dan ketersediaan
data dapat memengaruhi generalisasi; riset lanjut perlu indikator hilirisasi yang lebih granular
serta evaluasi kausal jangka panjang lintas-sektor.

Implikasi Praktis: Kebijakan hilirisasi berperan sebagai mekanisme kondisional yang
menentukan apakah industrialisasi manufaktur mampu mendorong pertumbuhan hijau inklusif,
sehingga implementasinya perlu diintegrasikan dengan regulasi lingkungan, investasi teknologi
bersih, dan disesuaikan dengan karakteristik provinsi di Kalimantan.

Orisinalitas/Nilai: Studi regional pertama yang menggabungkan indeks IGG komposit dan
interaksi kebijakan hilirisasi-manufaktur di Kalimantan untuk menilai dampak keberlanjutan yang
inklusif.

Kata Kunci: Hilirisasi Industri, Pertumbuhan Hijau Inklusif, Nilai Tambah Industri, Kalimantan

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dengan nilai tambah yang tinggi merupakan aspek yang signifikan dalam
mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi (Kummritz et al., 2017; Yang & Khan,
2022; Zahoor et al., 2022). Aktivitas yang menimbulkan nilai tambah dalam perekonomian
melibatkan proses yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai suatu produk atau layanan di
setiap tahapan produksi, sehingga nilai akhirnya lebih tinggi daripada nilai input awal (Khattak
et al., 2017). Keterlibatan dalam aktivitas nilai tambah yang lebih tinggi menawarkan berbagai
manfaat, termasuk peningkatan daya saing, produktivitas yang ditingkatkan, dan inovasi yang
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lebih baik (Criscuolo & Timmis, 2017; Jona-Lasinio & Meliciani, 2019; Lee et al., 2018). Dalam
konteks Global Value Chains (GVCs) yang diatur oleh Multinational Enterprises (MNEs),
peningkatan ekonomi melalui aktivitas nilai tambah yang lebih tinggi berkorelasi dengan
peningkatan sosial, yang mengarah pada perbaikan hak-hak pekerja dan kondisi kerja (Khattak
et al., 2017; Marcato & Baltar, 2020; Pahl & Timmer, 2020). Salah satu strategi efektif untuk
meningkatkan nilai tambah produk adalah melalui hilirisasi, sekaligus mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses hilirisasi akan melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi
atau jadi, yang secara signifikan meningkatkan nilai jual di pasar (Aisyah et al., 2021; Lager et
al., 2017; Prataviera et al., 2020). Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya memperkuat struktur
industri, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,
mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Dorigné-Thomson, 2023;
Jabid et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, proses hilirisasi pada sumber daya alam seperti
nikel menyebabkan transformasi dari komoditas mentah menjadi barang yang memiliki nilai
jual lebih tinggi (Dorigné-Thomson, 2023; Jabid et al., 2022). Sebagai contoh, nikel yang
awalnya diekspor sebagai bahan mentah, kini diolah menjadi feronikel dan Nickel Pig Iron
(NPI), yang merupakan bentuk setengah jadi dengan nilai ekonomi yang lebih besar. Proses ini
tidak hanya meningkatkan nilai tambah dari ekspor nikel, tetapi juga membantu Indonesia
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sektor pertambangannya. Pada tahun 2021,
nilai ekspor nikel Indonesia mencapai USD 20,8 miliar. Seiring dengan penerapan hilirisasi
yang efektif, nilai ini meningkat signifikan menjadi USD 33,81 miliar pada tahun 2022 (Sutrisno,
2023). Peningkatan drastis ini menggambarkan betapa pentingnya hilirisasi dalam
mengoptimalkan hasil dari sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

Proses hilirisasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja ekspor industri
manufaktur Indonesia, yang terus mendominasi kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Secara spesifik industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi paling besar kepada
Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sebesar 16,30 persen pada triwulan kedua tahun
2023, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Perindustrian (2023). Konsistensi ini
menunjukkan bahwa sektor manufaktur tidak hanya berperan sebagai penggerak utama
dalam ekonomi, tetapi juga sebagai pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut, industri pengolahan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai
ekspor nasional. Pada periode Januari hingga April 2022, industri ini menyumbangkan sekitar
74,46% dari total ekspor nasional. Dalam empat bulan pertama tahun tersebut, ekspor produk
manufaktur mencapai lebih dari USD 69,59 miliar, mencatatkan peningkatan sebesar 29,19%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Kementerian Perindustrian,
2023a). Kenaikan ini menggambarkan efektivitas hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah
produk, yang tidak hanya meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar global, tetapi
juga menguatkan posisi Indonesia sebagai eksportir utama di berbagai sektor industri.

Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB di Indonesia menunjukkan variasi
signifikan di antara berbagai pulau, dengan Kalimantan menampilkan potensi yang menarik.
Pada tahun 2022, Kalimantan mencatat proporsi 14,47% terhadap PDB nasional yang sedikit
menurun menjadi 14,31% di tahun 2023 (Gambar 1) (Badan Pusat Statistik, 2024). Penurunan
ini memicu kebutuhan akan investigasi mendalam untuk memahami dinamika yang berperan
serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja sektor industri di wilayah tersebut.
Analisis ini penting mengingat nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur
tidak hanya meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga
berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Meskipun demikian, kegiatan industri juga
menghadirkan konsekuensi lingkungan yang tidak dapat diabaikan, sehingga pendekatan yang
lebih inklusif dan berkelanjutan menjadi penting untuk diintegrasikan dalam strategi
pengembangan ekonomi.
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Gambar 1. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa hilirisasi telah terbukti secara signifikan
meningkatkan nilai tambah produk dalam sektor ekonomi Indonesia, khususnya pada
komoditas seperti kakao dan nikel (Agung & Adi, 2022; Fahmid et al., 2022; Hadinata &
Marianti, 2020; Ibnu Khaldun, 2024). Dalam konteks kakao, proses hilirisasi tidak hanya
meningkatkan kualitas produk tetapi juga memperkuat struktur industri, meningkatkan daya
saing, dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya mendukung pengembangan
ekonomi regional (Fahmid et al., 2022; Hadinata & Marianti, 2020). Sementara itu, hilirisasi
nikel telah berkontribusi pada diversifikasi ekonomi melalui peningkatan ekspor komoditas
besi dan baja, yang menunjukkan peningkatan kualitas dan nilai tambah, serta mengurangi
ketergantungan pada ekspor bahan mentah (Agung & Adi, 2022; Ibnu Khaldun, 2024). Namun
terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai dampak kebijakan hilirisasi ini pada
pertumbuhan hijau inklusif di Indonesia. Salah satu pulau yang layak mendapatkan perhatian
adalah Pulau Kalimantan. Meskipun Kalimantan memiliki proporsi nilai tambah industri
manufaktur yang signifikan terhadap PDB regionalnya, pulau ini masih mencatatkan proporsi
yang relatif rendah dalam kontribusinya terhadap PDB, berada di posisi keempat terendah
setelah Papua, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini menimbulkan
pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan hilirisasi yang telah diterapkan di Kalimantan dan
dampaknya terhadap aspek-aspek keberlanjutan ekonomi dan ekologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran kebijakan hilirisasi industri manufaktur
sebagai mekanisme kondisional yang menentukan apakah perkembangan industri
manufaktur mampu mendorong pencapaian pertumbuhan hijau yang inklusif di Pulau
Kalimantan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya menempatkan hilirisasi
sebagai kebijakan sektoral dengan dampak langsung, penelitian ini memposisikan hilirisasi
sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan mengubah arah pengaruh
industri manufaktur terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini tidak
hanya mengevaluasi besaran dampak industrialisasi, tetapi juga mengkaji kondisi kebijakan
yang memungkinkan industrialisasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan
inklusif.

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur ekonomi dan kebijakan industri
dengan menyajikan analisis terperinci tentang bagaimana kebijakan hilirisasi, ketika
diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Hal ini akan memberikan wawasan baru
dalam teori pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada output tetapi juga pada
kualitas pertumbuhan dan distribusi manfaat ekonominya. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini
diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi para pembuat
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kebijakan dan pemangku kepentingan di Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia. Analisis ini
akan menunjukkan bagaimana kebijakan hilirisasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan
efisiensi ekonomi dan ekologi sekaligus meningkatkan kapasitas lokal dalam memproduksi
barang dan jasa yang berdaya saing tinggi di pasar global.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Hilirisasi

Kebijakan hilirisasi merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya alam (Kamala et al., 2023; Santoso et al., 2023). Selain itu, hilirisasi juga bertujuan untuk
mengemabngkan industri ekonomi, meningkatkan sebaran spasial industri di Indonesia, dan
meningkatkan nilai ekspor dan produk lokal (Fahmid et al., 2022). Berkaitan dengan hal
tersebut, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sektor industri manufaktur
sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi industri. Selain
meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri dan memperoleh devisa melalui ekspor,
multiplier effect dari hilirisasi industri yaitu dapat mendorong masuknya investasi ke dalam
negeri dan menyerap tenaga kerja (Kementerian Perindustrian, 2022).

Kebijakan hilirisasi di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan agar tidak melakukan ekspor
bahan mentah. Pelarangan tersebut bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri manufaktur
di Indonesia serta meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor bahan tambang (BSKLN
Kementerian Luar Negeri, 2024). Undang-undang ini secara eksplisit mengakui peran vital
mineral dan batubara di wilayah NKRI yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat, mencerminkan pentingnya sumber daya ini tidak hanya sebagai komoditas
ekspor tetapi juga sebagai pendorong pembangunan nasional (Hidayat et al., 2020; Taufiq,
2023).

Alexandi (2024) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan oleh
pemangku kepentingan untuk mendorong aktivitas hilirisasi industri. Pertama, kesiapan
infrastruktur untuk aktivitas industri sektor hulu sebagai penyedia bahan baku dasar. Kedua,
penyediaan sumber daya manusia terampil dan terdidik. Ketiga, pemanfaatan teknologi tepat
guna yang efisien dan memiliki utilitas produk dalam menghasilkan produk akhir. Keempat,
memastikan produk akhir memiliki tingkat penjualan yang memenuhi ekspektasi dan
menghasilkan nilai jual tinggi serta keuntungan optimal. Kelima, peran aktif pemerintah dalam
membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung optimalisasi dan efisiensi hilirisasi industri.

Implikasi dari kebijakan hilirisasi industri adalah peningkatan kapasitas domestik dalam
pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya memperkuat struktur industri dalam negeri,
tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari ekspor bahan mentah.
Kebijakan hilirisasi mendukung transformasi ekonomi Indonesia dari yang berbasis ekspor
bahan mentah menjadi ekonomiyang berorientasi pada nilai tambah industri yang lebih tinggi,
yang pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan
kerja, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya
strategis dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga penting dalam konteks sosial dan
lingkungan, mendukung Indonesia dalam menjalankan pembangunan yang lebih hijau dan
berkelanjutan.

Inclusive Green Growth

Pertumbuhan hijau inklusif (inclusive green growth, IGG) merupakan model pembangunan
ekonomi yang menekankan pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fan et al.,
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2022). Dalam konteks ekonomi, hal ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak
semata-mata diukur dari pertumbuhan PDB, melainkan dari transisi menuju ekonomi hijau
yang didukung oleh inovasi teknologi berkelanjutan, perbaikan lingkungan, dan pengurangan
kesenjangan ekonomi. Dari perspektif sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan
memastikan distribusi yang adil dari sumber daya penting seperti tenaga kerja, kehidupan, dan
energi. Dari perspektif lingkungan, pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif menunjukkan
komitmen terhadap “pembangunan berkelanjutan” yang memperhatikan pelestarian sumber
daya alam dan perlindungan lingkungan, dengan menjaga keseimbangan ekologis (Y. Sun et
al., 2020).

Sebagaimana disajikan pada Gambar 2, IGG mengutamakan koordinasi antara subsistem
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain memperhatikan pertumbuhan ekonomi, IGG juga
tidak hanya fokus pada aspek lingkungan yang mendukung pelestarian sumber daya alam dan
ekologi, tetapi juga menekankan aspek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan
kesempatan, kesejahteraan, dan pencapaian sosial sebagai fokus dan tujuan utama (H. Sun
etal., 2022).

Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi

Koordinasi

Kesempatan sosial yang
setara, kesejahteraan,
pencapaian

Sosial

Ekonomi

GG

Pertumbuhan Hijau

Pertumbuhan Ekonomi

Koordinasi 1

Lingkungan ekologi dan
konservasi sumber daya

Lingkungan

o Keadilan sosial

* Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

e Pembagian pencapaian,
diL.

Pertumbuhan Hijau Inklusif

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan berkelanjutan yang
mengoordinasikan ekonomi, sosial, dan

lingkungan

e Perlindungan lingkungan
ckologis

o Konservasi sumber daya,
dil.

Gambar 2. Kerangka Analisis Tiga Aspek Inclusive Green Growth
Sumber: (H. Sun et al., 2022)

Pengaruh Kebijakan Hilirisasi Sektor Manufaktur terhadap Pertumbuhan Hijau Inklusif

Kebijakan hilirisasi di Indonesia telah menjadi titik fokus penting dalam upaya transisi ekonomi
nasional menuju model yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Berbagai studi, seperti yang
dilaporkan oleh Wang et al. (2022), telah menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi hijau dalam
mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup inisiatif seperti
kebijakan fiskal hijau, investasi hijau, dan penciptaan lapangan kerja hijau, yang semuanya
berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi degradasi lingkungan.
Kerangka ekonomi hijau, seperti dijelaskan oleh Georgeson et al. (2017), menyediakan
seperangkat alat yang komprehensif untuk mengubah aktivitas ekonomi agar lebih

59

JURNAL
EKONOMI KIAT

Volume: 36,
Issue: 2,2025

© UIR Press
e-ISSN: 2597-7393
DOI:

10.25299/kiat.2025.25093



mendukung lingkungan yang sehat dan ekonomi yang lebih inklusif. Menurut Senathip et al.
(2017), pembuatan kebijakan adalah krusial untuk memajukan pembangunan ekonomi yang
etis dan berkelanjutan, dengan fokus pada promosi pendekatan keberlanjutan untuk berbagai
pemangku kepentingan, termasuk petani lokal dan konsumen. Selanjutnya, Bongers dan Diaz-
Roldan (2019) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dicapai
melaluiimplementasi kebijakan stabilisasi dan guncangan teknologi yang membuka jalan bagi
lintasan pembangunan yang berkelanjutan. Wu (2020) menekankan perlunya menemukan
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk memastikan
pembangunan yang berkelanjutan.

Transisi ke ekonomi hijau, seperti yang dijelaskan oleh Séderholm (2020), menimbulkan
tantangan terkait dengan perubahan teknologi, yang memerlukan pertimbangan cermat
tentang aspek keberlanjutan. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa kebijakan publik
dan instrumen ekonomi memegang peranan krusial dalam mendorong penerapan praktik
ekonomi berkelanjutan, yang merupakan salah satu aspek penting dari pertumbuhan hijau
inklusif (Rana et al., 2023). Regulasi lingkungan, seperti yang diteliti oleh Peng (2024) telah
terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi berkelanjutan, dengan
penjelasan mekanisme bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi hasil ekonomi
berelanjutan. Du et al. (2021) menemukan bahwa dampak regulasi lingkungan terhadap
inovasi teknologi hijau dan peningkatan struktur industri di Tiongkok sangat bervariasi
tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi; di kota-kota dengan tingkat perkembangan
ekonomi rendah, regulasi lingkungan cenderung menghambat pengembangan inovasi
teknologi hijau, namun efek ini melemah seiring dengan meningkatnya tingkat perkembangan
ekonomi. Ketika tingkat perkembangan ekonomi cukup tinggi, regulasi lingkungan secara
signifikan mendorong inovasi teknologi hijau dan peningkatan struktur industri.

Wang (2023) mengungkapkan bahwa regulasi lingkungan memfasilitasi pertumbuhan
ekonomi melalui promosi inovasi hijau, yang pada gilirannya, meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Lebih lanjut, Qi dan Chen (2018) mengamati bahwa intensitas regulasi lingkungan di
Tiongkok meningkat dari timur ke barat, memberikan pengaruh yang variatif terhadap efisiensi
ekonomi hijau; di awal, regulasi tersebut mendorong peningkatan efisiensi, namun seiring
waktu, efeknya menjadi penghambat. Dampak ini menggambarkan dinamika kompleks antara
regulasi lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau, di mana kebijakan yang awalnya
produktif dapat memerlukan penyesuaian untuk menghindari pembatasan pertumbuhan
jangka panjang. Lin et al. (2015) mengidentifikasi bahwa regulasi lingkungan di wilayah
berkembang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan di wilayah
yang sudah berkembang, regulasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Song dan
Wang (2013) menemukan bahwa di Tiongkok, regulasi lingkungan mempengaruhi ekonomi
wilayah timur yang didukung oleh teknologi lingkungan yang maju; sementara itu, wilayah
tengah dan barat yang kurang memiliki teknologi perlindungan lingkungan canggih, kurang
terpengaruh oleh regulasi lingkungan. Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, penelitian
ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H.: Industri manufaktur memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan hijau inklusif di Pulau
Kalimantan.

H.: Kebijakan hilirisasi memoderasi pengaruh industri manufaktur terhadap pertumbuhan
hijau inklusif di Pulau Kalimantan.

Metodologi Penelitian

Konsep inclusive green growth (IGG) memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,
kesetaraan sosial dan keberlanjutan sumber daya alam (Albagoury, 2016; Ji et al., 2023;
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Kamath et al., 2022; Liu et al., 2021). Sejauh ini, belum terdapat konsesus resmi dalam
mengukur pertumbuhan hijau inklusif. Studi ini mengadopsi perhitungan IGG yang dibangun
oleh Jha et al (2018) dengan membagi 3 dimensi IGG, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dimensi ekonomi berkaitan dengan sejauh mana kualitas pertumbuhan ekonomi
menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Dimesi sosial dapat merefleksikan inklusi sosial
yang menekankan pada kesamaan hak dan peluang untuk berbagai kelompok sosial,
sementara dimensi lingkungan mencerminkan kualitas lingkungan yang perlu dicapai untuk
mendukung pertumbuhan inklusif. Dengan menyesuaikan ketersediaan data provinsi-provinsi
di Pulau kalimantan, indeks IGG di studi ini dibentuk berdasarkan 17 variabel dengan rincian,
5variabel dimensi ekonomi, 8 variabel dimensi sosial, dan 4 variabel dimensi lingkungan. Data
seluruh variabel pembentuk indeks IGG diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel 1
memaparkan secara rinci seluruh variabel. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang
dilakukan untuk menyusun indeks IGG.

1) Normalisasi Data

Tahapan pertama adalah melakukan normalisasi data untuk menyamakan satuan pengukuran
data agar data masing-masing variabel dapat dibandingkan. Normalisasi data dilakukan
dengan menerapkan metode normalisasi Minimum-Maksimum, dimana data hasil
normalisasi akan berkisar antara 1 sampai 6. Berikut merupakan meotde normalisasi yang
digunakan:

a) Normalisasi untuk indikator dengan pengaruh positif terhadap IGGI :

X — nilai minimum
Z=5X—— - — +1
nilai maksimum — nilai minimum

b) Normalisasi untuk indikator dengan pengaruh negatif terhadap IGGl :

X — nilai minimum
Z=-5X —— - — +6
nilai maksimum — nilai minimum

2) Perhitungan nilai rata-rata setiap dimensi Inclusive Green Growth Index (IGGI)

Setelah dilakukan normalisasi data, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rata-rata setiap
dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. rumus yang digunakan untuk
menghitung nilai rata-rata setiap dimensi sebagai berikut:

+6

) ) i+ Zy+Z3+....+ Z;
Dimensi ken = —-5x -

l

Dimana n merujuk masing-masing dimensi, Z; merupakan nilai data hasil normalisasi dari
masing-masing indikator, i menunjukan jumlah variabel yang digunakan pada dimensi n.

3) Menghitung nilai Inclusive Green Growth Index (IGGI)

Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai IGGI dengan menghitung rata-rata masing-
masing dimensi kemudian menjumlahkan hasil rata-rata tersebut. Perhitungan IGGI adaalh
sebagai berikut :

1 1 1
IGGI = 3 (Pilar Ekonomi) + 3 (Pilar Sosial) + 3 (Pilar Lingkungan)
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Tabel 1. Komponen Pembentuk Pertumbuhan Hijau Inklusif

Variabel Definisi Sumber
Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (%) BPS
PDRB sektor primer Nilai kontribusi PDRB sektor primer meliputi 1) sektor BPS
pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 2) sektor
pertambangan dan penggalian (Juta Rp)
PDRB sektor sekunder Nilai kontribusi PDRB sektor 1) industri pengolahan, 2) BPS
pengadaan listrik dan gas, 3) pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang, dan 3) konstruksi (Juta
Rp)
PDRB sektor tersier Nilai kontribusi PDRB sektor-sektor selain sektor primer BPS
dan sekunder (Juta Rp)
Kapital Pembentukan modal tetap bruto (Juta Rp) BPS
Sosial
Indeks pemberdayaan Partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi BPS
gender dan politik
Indeks pembangunan Rasio capaian pembangunan manusia antara perempuan
gender dan laki-laki.
Rasio gini Tingkat ketimpangan pendapatan BPS
Angka harapan hidup Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh
laki-laki oleh seseorang laki-laki selama hidup (tahun)
Angka harapan hidup Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh BPS
perempuan oleh seseorang perempuan selama hidup (tahun)
Pengeluaran per kapita peng BPS
Rasio gini Mengukur ketimpangan pendapatan BPS
Tingkat partisipasi Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja BPS
angkatan kerja (%)
Rata-rata lama sekolah Rata-rata jumlah tahun belajar yang diselesaikan BPS
Umur harapan hidup Angka harapan hidup saat lahir (tahun) BPS
Lingkungan
Indeks kualitas udara Parameter untuk menilai kualitas udara DLHK
Indeks kualitas air Parameter untuk menilai kualitas air DLHK
Indeks kualitas tutupan Parameter untuk menilai kualitas lahan DLHK
lahan
Akses air Bersih Persentase Rumah Tangga (RT) yang memperoleh akses BPS

sumber air minum layak (%)

Data dan Sampel

Studi ini berfokus pada wilayah Kalimantan dengan cakupan sampel 5 provinsi, yaitu
Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Timur, selama 2012 sampai 2022. Penentuan periode waktu didasarkan pada ketersediaan
data karena Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk di tahun 2012. Seluruh data diperoleh
dari Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi.

Variabel dependen di studi ini adalah inclusive green growth (IGG) yang dibentuk dengan
mengakomodasi 3 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. sebagai variabel
independen, industri manufaktur di studi ini diproksikan oleh nilai tambah sektor industri.
Selain itu, studi ini memproksikan penerapan hilirisasi dengan menerapkan variabel dummy
yang mengacu pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, dalam keterkaitanya instruksi
untuk melakukan hilirisasi.

Selain itu, studi ini juga menerapkan beberapa variabel kontrol untuk mengatasi omitted
variable bias, sehingga hasil estimasi bisa diandalkan. Beberapa variabel kontrol tersebut
antara lain ipm, pdrb per kapita, investasi, dan pengangguran. Sumber daya manusia yang
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berkualitas dapat berkontribusi terhadap perkembangan inovasi dan perekonomian yang lebih
berkelanjutan (Omolara, 2019). Tingkat performan ekonomi, yang dapat tercermin pada PDRB
per kapita, memiliki kapasitas menunjang pertumbuhan hijau seiring dengan perkembangan
teknologi (Odugbesan et al., 2021). Selain itu, temuan Zhu dan Ye (2018) menunjukan peran
penting investasi dalam menunjang produktivitas total faktor hijau yang inklusif. Terakhir,
pengangguran dapat menghambat tercapainya pertumbuhan hijau yang inklusif karena dapat
menciptakan masalah sosial lainya seperti kemiskinan dan tingkat kejahatan (N. Wang et al.,

JURNAL

2022). Penjelasan rinci mengenai variabel-variabel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. EKONOMI KIAT

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel Definisi Sumber
Variabel Dependen

Indeks pertumbuhan Indeks pertumbuhan hijau inklusif yang mengakomodasi  Perhitungan
hijau inklusif (IGGI) kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran Penulis

Variabel Independen

lziuMs;:lsz)nufaktur Nilai tambah sektor manufaktur (Juta Rp) BPS
Dummy kebjiakan hilirisasi dimana nilai 0 = periode

Hilirisasi (HILIRISASI) kebijakan hilirisasi sebelum diterapkan, 1 = periode
kebijakan hilirisasi setelah diterapkan.

Variabel Kontrol

Indeks pembangunan

manusia (IPM)

PDRB per kapita

Indeks kualitas pembangunan manusia BPS

Nilai produk domestik regional bruto per kapita (Rupiah) BPS

(LnGRDPC)
Investasi (LnPMDN) Nilai penanaman modal dalam negeri (Juta Rp) BPS
Pengangguran (TPT) Tingkat pengangguran terbuka (%) BPS

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode regresi panel untuk mengestimasi pengaruh kebijakan
hilirisasi manufaktur terhadap pertumbuhan hijau inklusif di Pulau Kalimantan. Adapun
spesifikasi model dasar penelitian ini sebagai berikut:

Persamaan (1): IGGI;; = fo + [1LnMANUF; + B X + €t
dan,

Persamaan (2): IGGI = yo + V1 LnMANUF;; + y,HILIRISASI, + y3(LnMANU *
HILIR)lt + V4Xit + Eit

Dimana IGGI merupakan pertumbuhan hijau inklusif; LnMANUF merupakan industri
manufaktur; HILIR merupakan kebijakan hilirisasi; LnMANU*HILIR menunjukan variabel
interaksi yang menggambarkan keterkaitan kebijakan hilirisasi dan industri manufaktur; Xi
merepresentasikan variabel kontrol yang digunakan yaitu, indeks pembangunan manusia,
PDRB per kapita, investasi, dan pengangguran; i merepresentasikan dimensi cross-section
yang merujuk pada provinsi-provinsi di Kalimantan; t adalah dimensi waktu; dan € adalah error
term; B,,¥Y3 merupakan keofisien estimasi yang diekspektasikan positif apabila industri
manufaktur dan hilirisasi industri manufaktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
inklusif hijau. Persamaan (1) dan (2) digunakan untuk menginvestigasi pengaruh industri
manufaktur dan penerapan hilirisasi industri manufaktur terhadap pertumbuhan hijau inklusif
secara terpisah.
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Hasil dan Pembahasan

Inclusive Green Growth

Bagian ini memaparkan hasil perhitungan Inclusive Green Growth Index (IGGI) di provinsi-
provinsi Kalimantan selama periode 2012 - 2022. Gambar 3 mengilustrasikan tren rerata nilai
IGGI dan tiga dimensi pembentuknya yang cenderung mengalami penurunan sepanjang
periode penelitian. Nilai rerata IGGI dan dimensi sosial tertinggi terjadi pada tahun 2012,
dengan nilai masing-masing sebesar 3,67 dan 4,26. Sementara itu, dimensi ekonomi dan
lingkungan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2018 dan 2015, dengan skor 3,51 dan 3,88.
Tahun 2020 mencatat nilai rerata IGGI terendah, bertepatan dengan masa pandemi Covid-19
yang melanda. Tren penurunan ini mengindikasikan tantangan yang perlu dihadapi oleh
provins-provinsi di Kalimantan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkelanjutan.
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—
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29
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Gambar 3. Tren Rerata Nilai IGGI dan 3 Pilar Pembentuk Selama 2012 — 2022.

Untuk mengidentifikasi capaian masing-masing provinsi di Kalimantan terhadap IGG,
disajikan peta spasial yang menggambarkan nilai rerata IGGl dan 3 aspek pembentuk IGGlI,
yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti yang terlihat di Gambar 4. Gambar 4(a)
memperlihatkan nilai rerata dimensi ekonomi 5 provinsi di Kalimantan selama periode studi.
Berdasarkan peta spasial tersebut menunjukan bahwa Kalimantan Timur memiliki nilai
tertinggi 5.02, yang ditunjukan dengan warna paling gelap. Capaian ini sejalan dengan nilai
kontribusi PDRB kalimantan Timur terhadap Pulau Kalimantan secara rerata mencapai 54,63
persen. Secara sektoral, Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar
meliputi sektor pertambangan dan kehutanan. Keberadaan Ibu kota Negara (IKN) berpotensi
meningkatkan kontribusi dan performa ekonomi Kalimantan Utara. Dilain sisi, Kalimantan
Selatan mencatatkan nilai dimensi ekonomi terendah 2.18, memperlihatkan tantangan yang
lebih besar dalam meningkatkan kontribusi ekonominya.

Nilai rerata dimensi sosial secara spasial ditampilkan oleh Gambar 4(b). Berdasarkan peta
spasial tersebut memperlihatkan bahwa Kalimantan Timur kembali mencatatkan nilai
tertinggi, yaitu 4.44. jika ditelisik lebih mendalam, tingginya nilai rerata dimensi sosial di
Kalimantan Timur dikontribusikan oleh tingginya variabel angka harapan hidup laki-laki, angka
harapan hidup perempuan, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, dan umur harapan
hidup saat lahir. Kondisi demikian mengisyaratkan keberhasilan Kalimantan Timur dalam
menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Lebih lanjut, capaian berbeda
ditemukan pada Kalimantan Barat yang memiliki skor dimensi sosial terendah 2.44.
Rendahnya nilai dimensi sosial dikontribusikan oleh tingginya nilai gini rasio serta rendahnya
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rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kondisi ini menggarisbawahi pertumbuhan
ekonomi di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya inklusif.

A & A

Plar Sosal
2m-273
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(c) (d)

Gambar 4. Peta Spasial Nilai Rerata IGGI dan 3 Pilar Pembentuk 5 Provinsi di Pulau
Kalimantan

Gambar 4(c) menampilkan nilai rerata dimensi lingkungan secara spasial di Kalimantan.
Temuan menarik ditunjukan dimana Kalimantan Utara, sebagai salah satu provinsi baru,
mencatatkan nilai tertinggi mencapai 4.95. Nilai tersebut dikontribusikan oleh 2 indikator
dimensi lingkungan, yaitu indeks kualitas tutupan lahan dan persentase rumah tangga yang
mengakses air minum layak. Capaian ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kalimantan
Utara dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk tetap menjaga stabilitas ekosistem dan
tingkat degradasilahan. Selain itu, secara rerata lebih dari 85 persen masyarakat di Kalimantan
Utara telah mendapatkan akses air minum yang layak. Tantangan besar dalam upaya
pengelolaan dan pelestarian lingkungan dihadapkan oleh Kalimantan Selatan yang memiliki
nilai dimensi lingkungan terendah hanya 1.56. Hal ini turut dikonfirmasi oleh rendahnya
indikator-indikator pembentuk dimensi lingkungan, yaitu indeks kualitas udara, indeks
kualitas air, dan indeks kualitaas tutupan lahan.

Nilai rerata ketiga dimensi tersebut membentuk pola spasial yang menentukan nilai 1GGI
secara keseluruhan. Berdasarkan Gambar 4(d), diketahui bahwa nilai rerata IGGI tertinggi
dimiliki oleh Kalimantan Utara, yang turut dikontribusikan oleh tingginya nilai rerata dimensi
ekonomi dan sosial. Sebaliknya, nilai rerata IGGI terendah dicatatkan oleh Kalimantan
Selatan, yang disebabkan oleh rendahnya nilai dimensi ekonomi dan lingkungan. Analisis ini
memberikan paparan yang jelas mengenai variasi kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan
provinsi-provinsi di Kalimantan, serta menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang
mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

65

JURNAL

EKONOMI KIAT

Volume: 36,
Issue: 2,2025

© UIR Press
e-ISSN: 2597-7393
DOI:

10.25299/kiat.2025.25093



Analisis Korelasi

Analisis korelasi antar variabel ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara Inclusive
Green Growth Index (IGGI) dan faktor-faktor lain yang termasuk dalam penelitian ini. Korelasi
yang kuat dan signifikan antara industri manufaktur dengan IGGI, yang memiliki nilai korelasi -
0.818 dengan p-value <0.001, menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan negatif. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan daktivitas industri manufaktur terkait erat dengan
penurunan dalam nilai IGGI, yang secara kontekstual bisa mengimplikasikan bahwa
pertumbuhan industri manufaktur yang cepat mungkin tidak selalu mendukung pertumbuhan
hijau yang inklusif tanpa integrasi kebijakan lingkungan yang efektif.

Berdasarkan pada Tabel 3, Korelasi antara LNGRDPC (logaritma PDB per kapita) dengan IGGI
sangat kuat dan positif (0.798) dengan p-value <0.001, menunjukkan bahwa peningkatan PDB
per kapita berhubungan dengan peningkatan IGGI, karena ekonomi yang lebih besar
memungkinkan lebih banyak investasi dalam teknologi hijau. IPM (Indeks Pembangunan
Manusia) juga menunjukkan korelasi positif kuat dengan IGGI (0.528) dengan p-value <0.001,
mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup berkorelasi dengan peningkatan indeks
pertumbuhan hijau. Sebaliknya, HILIRISASI memiliki korelasi tidak signifikan dengan IGGI (-
0.102) dan p-value 0.459, menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi, berdasarkan data yang
dianalisis, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan hijau inklusif secara
langsung dan perlu dikombinasikan dengan faktor atau kebijakan lain untuk efek yang lebih
signifikan.

Tabel 3. Hasil Korelasi

Variabel 1) () (3) (4) (5) (6) (7)
(1) IGGI 1.000
(2) HILIRISASI 0.102  1.000
(0.459)
(3) LNMANUF 0.818  0.063  1.000
(0.000)  (0.647)
(4) LNGRDPC 0.798  0.073  -0.938  1.000
(0.000)  (0.599)  (0.000)
(5) LNPMDN 0.079  0.289  -0.140  0.070  1.000
(0.566)  (0.033)  (0.308)  (0.613)
(6) TPT 0.511  -0.023  -0.735  0.711  -0.157  1.000
(0.000)  (0.867)  (0.000)  (0.000)  (0.251)
(7) IPM 0.528  0.326  -0.770  0.807  0.450  0.496  1.000

(0.000)  (0.015)  (0.000)  (0.000)  (0.001)  (0.000)

Pemilihan Model Terbaik

Dalam analisis pengaruh hilirisasi industri manufaktur terhadap pertumbuhan hijau inklusif di
Kalimantan, pemilihan model statistik yang tepat adalah esensial untuk memastikan validitas
temuan (Tabel 4). Berdasarkan uji Chow memberikan p-value yang signifikan (0.0000), yang
secara kuat menunjukkan bahwa fixed effects model (FEM) lebih sesuai dibandingkan dengan
partial least square (PLS) karena FEM mampu mengakomodasi pengaruh tidak teramati yang
berbeda antar unit yang dapat berkorelasi dengan variabel independen. Lebih lanjut, nilai dari
uji Hausman yang besar (0.9972) dan lebih besar dari alpha menunjukkan bahwa perbedaan
antara estimator fixed effects dan random effects tidak signifikan secara statistik, yang
mendukung penggunaan random effects model (REM). Sehingga berdasarkan hasil uji Chow
dan uji Hausman, model yang terbaik adalah REM.
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Tabel 4. Estimasi Pemilihan Model Terbaik

Chow Test 29.22%**
(0.000)
Hausman Test 0.82
(0.9972)
Nilai probabilitas tersaji dalam tanda kurung
*p<0.1,**p<0.05, *** p<0.01

Pengaruh Hilirisasi Sektor Manufaktur terhadap Pertumbuhan Hijau Inklusif

Temuan dari analisis regresi mengungkapkan dinamika yang beragam dalam hubungan antara
industri manufaktur, hilirisasi industri manufaktur, dan pertumbuhan hijau inklusif di
Kalimantan (Tabel 5). Model pertama menguji pengaruh industri manufaktur terhadap
pertumbuhan hijau inklusif. Hasil pengujian menunjukkan hubungan negatif yang signifikan (p-
value < 0.001). Temuan ini bertentangan dengan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan
bahwa industri manufaktur seharusnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan hijau.
Hasil ini dapat mengindikasikan bahwa tanpa integrasi kebijakan lingkungan yang kuat,
peningkatan aktivitas manufaktur di Kalimantan berpotensi memperburuk kondisi lingkungan,
yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan hijau inklusif. Temuan ini turut diperkuat oleh
studi empiris Patnaik (2018) bahwa perkembangan industrialisasi dapat memberikan tekanan
terhadap sumber daya alam yang selanjutnya menyebabkan degradasi lingkungan pada
berbagai tingkat. Sejalan dengan ini, Oznobikhina (2022) menyimpulkan bahwa berbagai
aktivitas industri telah mengakibatkan berbagai dampak buruk, termasuk pada kesehatan
manusia, ekologi, dan komponen lingkungan alam lainya.

Tabel 5. Estimasi Pengaruh Hilirisasi Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Hijau
Inklusif

Variabel Model 1 Model 2
IGGI IGGI
LNMANU -0.505*** -0.723***
(-3.08) (-3.57)
HILIRISASI -3.833**
(-2.01)
LNMANU*HILIRISASI 0.249**
(2.06)
LNGRDPC 1.017*** 0.905***
(3.17) (2.80)
LNPMDN 0.0935 0.0816
(1.53) (1.35)
TPT -0.136** -0.194***
(-2.13) (-2.84)
IPM -0.150*** -0.161***
(-3.68) (-3.78)
_cons 10.82** 16.64**
(2.01) (2.53)
N 55 55
F-test 163.63*** 176.42*
(0.000) (0.000)
R-Squared 0.7696 0.7896

t- statistik dalam tanda kurung
*p<0.1,** p<0.05, *** p <0.01
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Hasil estimasi model kedua, dengan memasukan variabel interaksi industri manufaktur dan
penerapan hilirisasi, menunjukkan hubungan positif yang signifikan (p-value < 0.05) antara
hilirisasi industri manufaktur dan pertumbuhan hijau iniklusif. Temuan ini mengindikasikan
bahwa penerapan hilirisasi di industri manufaktur memiliki potensi untuk mendukung
pertumbuhan hijau inklusif. Perkembangan industri manufaktur tanpa dukungan kebijakan
hilirisasi cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan hijau inklusif, yang
mencerminkan tekanan industrialisasi terhadap kualitas lingkungan dan keseimbangan
sosial. Namun demikian, temuan variabel interaksi menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi
berperan sebagai mekanisme moderasi yang secara signifikan mengubah hubungan tersebut.
Pengembangan hilirsiasi industri manufaktur dapat mempromosikan nilai ekonomi yang lebih
tinggi, terbentuknya diversifikasi ekonomi, serta mengurangi ketergantungan untuk
mengekspor barang mentah (Husin et al., 2023). Selain itu, hilirsiasi industri manufaktur
cenderung bersifat pada karya, sehingga dapat mencipakan lebih banyak peluang pekerjaan
(Ali et al., 2017). Penerapan teknologi lebih hijau dan ramah lingkungan oleh industri hilir juga
dapat memitigasi risiko lingkungan yang ditimbulkan dan meningkatkan efisiensi sumber
daya. Studi Mu’min et al (2024) mengkonfirmasi bahwa penerapan teknologi untuk
penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi jejak emisi CO,. Hal ini selanjutnya akan
berkontribusi terhadap pertumbuhan hijau inklusif secara keseluruhan.

Temuan di studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pertumbuhan industri dan
pelaksanaan hilirisasi dalam menciptakan hasil yang mendukung keberlanjutan lingkungan
dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan. Lebih lanjut, hilirsiasi industri
manufaktur perlu didukung dengan kebijakan ekonomi hijau dan pendekatan holistik dalam
perencanaan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga
mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, sebagaimana diuraikan oleh Wang et al.
(2022) dan Georgeson et al. (2017). Dengan kata lain, pelaksanaan hilirisasi harus
diintegrasikan dengan kebijakan pendukung lainnya untuk efektif juga selaras dengan
rekomendasi oleh Senathip et al. (2017) tentang pentingnya pendekatan keberlanjutan yang
komprehensif dalam pembuatan kebijakan.

Adapun analisis temuan dari pengujian variabel kontrol terhadap Pertumbuhan Hijau Inklusif
di Kalimantan menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto per kapita (LNGRDPC)
dan penanaman modal dalam negeri (LNPMDN) memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap IGGI, yang berarti peningkatan pendapatan per kapita dan investasi dalam negeri
dapat meningkatkan kemampuan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan hijau inklusif. Hal
ini dapat dipahami melalui dukungan terhadap realisasi investasi dalam infrastruktur hijau dan
teknologi ramah lingkungan. Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan
hubungan negatif yang signifikan, mengindikasikan bahwa tingginya tingkat pengangguran
dapat menghambat pembangunan hijau karena mengurangi konsumsi rumah tangga,
pengeluaran pemerintah, dan stabilitas ekonomi. Lebih mengejutkan, variabel Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa
peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup tidak secara otomatis mendorong
pertumbuhan hijau tanpa kebijakan lingkungan yang terintegrasi, sehingga menyoroti
kebutuhan untuk menyelaraskan pembangunan manusia dengan kebijakan lingkungan untuk
mencapai keberlanjutan yang sejati.

Sejauh ini Kalimantan telah dikenal memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti
tambang mineral, perkebunan kelapa sawit, dan hutan yang luas. Sumber daya alam ini
menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi daerah. Untuk memaksimalkan nilai dari
SDA tersebut, diperlukan penerapan hilirisasi untuk industri dalam upaya meningkatkan nilai
tambah dari produk yang dihasilkan. Temuan di studi ini memberikan implikasi bahwa
penerapan hilirisasi industri manufaktur di Kalimantan sangat memerlukan investasi untuk
mendanai penyediaan teknologi dan infrastruktur, meliputi penggunaan teknologi ramah
lingkungan, dan pengembangan infrastruktur seperti jaringan transportasi, pabrik, dan
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fasilitas energi listrik. Lebih lanjut, kaitan pengaruh hilirisasi industri dalam menyokong
pertumbuhan hijau inklusif dapat dijelaskan mekanismenya di Gambar 5.

SDA

Y
Hilirisast «—

Investast Teknologi
dan Infrastruktur

h

Ekonomi Sosial Linglungan
Nilai Tambah Penyerapan Efisiensi Sumber
Produk Tenaga Keria Dava
Daya Saing Pengembangan Pengurangan
Industri Keterampilan Emisi dan
Pertumbuhan Kesejahteraan Keberlanjutan
Elkonomi Sosial Linglkungan

e e

Pertumbuhan Hijau
Inklusif

Gambar 5. Mekanisme Pengaruh Hilirisasi Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Hijau
Inklusif

Pada aspek ekonomi, aktivitas hilirisasi dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi pada
produkyang dihasilkan. Misalnya, bijih mineral diolah menjadi logam, atau kelapa sawit diolah
menjadi produk turunannya seperti minyak kelapa sawit dan biodiesel. Produk dengan nilai
tambah yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya saing industri lokal baik di pasar nasional
maupun internasional. Peningkatan nilai tambah dan daya saing selanjutnya berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan
mendorong perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Dampak hilirisasi industri manufaktur terhadap perkembangan sektor-sektor lain
memungkinkan terciptanya lebih banyak lapangan kerja, baik di sektor manufaktur itu sendiri
maupun di sektor-sektor pendukungnya. Dengan adanya lapangan kerja baru, ada
peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja terampil. Hal ini mendorong pemerintah lokal dan
sektor swasta untuk meningkatkan investasi dalam bentuk pelatihan dan pendidikan sebagai
upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Untuk mendukung upaya tersebut juga
diperlukan pengembangan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik, untuk
meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan pendapatan yang lebih
tinggi dan akses yang lebih baik ke layanan dasar, mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Implementasi hilirisasi industri turut berkontribusi pada perbaikan aspek lingkungan. Hilirisasi
disertai dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan sistem pengelolaan limbah yang
efektif, akan memitigasi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Proses produksi yang
lebih efisien dan bersih berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi
lainnya. Melalui praktik industri yang berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam dapat
terjaga. Pelestarian ini dapat meliputi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan rehabilitasi
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lahan bekas aktivitas industri seperti pertambangan untuk mencegah degradasi lingkungan.
Pada akhirnya, aktivitas hilirisasi dapat menunjang perbaikan pada aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan, yang kemudian bermuara pada pencapaian pertumbuhan hijau inklusif. Capaian
keberhasilan pertumbuhan ini dapat ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
peningkatan kesejahteraan sosial dengan distribusi manfaat ekonomiyang lebih merata, serta
terealisasinya perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Dengan
memanfaatkan sumber daya alam secara optimal melalui kebijakan hilirisasi, Kalimantan
dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial
tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan.

Pengaruh Hilirisasi Industri Terhadap Pertumbuhan Hijau Inklusif Sebelum dan Setelah
Kebijakan Hilirisasi

Analisis temuan dari dua model yang memisahkan periode sebelum dan sesudah
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengungkapkan perubahan signifikan

dalam pengaruh sektor manufaktur terhadap Pertumbuhan Hijau Inklusif di Kalimantan (Tabel
6).

Tabel 6. Estimasi Pengaruh Hilirisasi Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Hijau
Inklusif Sebelum dan Setelah Kebijakan Hilirisasi

Model (1) Model (2)
IGGI IGGI
LNMANU -0.714*** 0.200*
(-3.31) (1.85)
LNGRDPC 0.997** 0.734*
(2.45) (1.694)
LNPMDN 0.0787 -0.073
(1.18) (-0.44)
TPT -0.217*** -0.145
(-2.70) (-0.68)
IPM -0.168*** -0.352
(-3.26) (-1.01)
_cons 16.12** -13.44*
(2.29) (-1.88)
N 40 15
F-test 127.75 20.40
(0.000) (0.001)
R-Squared 0.7898 0.6

t- statistik dalam tanda kurung
*p<0.1,** p<0.05, *** p<0.01

Dalam Model 1, yang mencakup periode sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut,
hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tambah dari sektor manufaktur memiliki pengaruh
negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Hijau Inklusif. Temuan ini mengindikasikan bahwa
pada waktu tersebut, aktivitas manufaktur mungkin berjalan tanpa integrasi kebijakan
lingkungan yang memadai, sehingga meningkatkan kegiatan industri yang tidak berkelanjutan
dan berpotensi merugikan lingkungan. Pada Model 2, yang menggambarkan periode setelah
pemberlakuan undang-undang, pengaruh nilai tambah sektor manufaktur terhadap
Pertumbuhan Hijau Inklusif berubah menjadi positif dan signifikan. Hal ini dapat
diinterpretasikan bahwa kebijakan baru yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 telah mulai mengarahkan sektor manufaktur ke praktik yang lebih berkelanjutan.
Perubahan dari negatif signifikan menjadi positif signifikan ini menunjukkan adanya
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pergeseran ke arah yang lebih positif, yang mana praktik hilirisasi dapat meningkatkan
perbaikan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Strategi Pengembangan Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, strategi
pengembangan kebijakan harus difokuskan pada beberapa aspek kunci (tersaji pada Gambar
6). Pertama, pengembangan industri berbasis sumber daya alam (SDA) harus dilakukan
dengan pendekatan hilirisasi yang memperkuat nilai tambah produk domestik. Pendekatan ini
tidak hanya meningkatkan daya saing produk di pasar global, tetapi juga membantu dalam
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Kedua, penguatan
infrastruktur dan teknologi menjadi sangat penting untuk mendukung efisiensi produksi dan
distribusi. Pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi yang
efisien dan fasilitas energi yang dapat diandalkan, akan mempercepat proses produksi dan
memperluas jangkauan pasar. Selain itu, investasi dalam teknologi hijau dan ramah
lingkungan harus ditingkatkan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan
meningkatkan efisiensi energi. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja
sangat vital. Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keahlian dalam
pengelolaan SDA secara berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi terbaru akan membantu
menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri modern.

Pengembangan
Pasardan
Pemasaran

Pengembangan
Industri Berbasis
SDA

Penguatan
Infrastruktur
dan Teknologi

Regulasi dan
(GLIELEN]

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Gambar 6. Strategi Pengembangan Kebijakan

Keempat, regulasi dan kebijakan harus dikembangkan untuk mendukung inisiatif hilirisasi dan
pembangunan ekonomi hijau. Hal ini termasuk pemberlakuan kebijakan yang mendukung
inovasi dan investasi dalam sektor hilirisasi, serta regulasi yang menjamin praktik operasional
yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pengaturan ini akan membantu mengurangi
praktik-praktik yang merusak lingkungan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar
internasional. Kelima, pengembangan pasar dan strategi pemasaran harus diintensifkan untuk
menjamin akses produk hilir ke pasar internasional. Strategi pemasaran yang efektif dan
berorientasi ekspor akan memungkinkan produk berbasis SDA Indonesia menjangkau pasar
yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan. Pemasaran yang inovatif dan penyesuaian produk terhadap preferensi pasar
global akan menjadi kunci dalam memenangkan persaingan di pasar internasional.
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Strategi Pengembangan Kebijakan Hilirisasi di Pulau Kalimantan

Strategi pengembangan kebijakan di Pulau Kalimantan harus menyeluruh dan terintegrasi,
mencakup aspek pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, dengan penekanan pada evaluasi dan
penyesuaian kebijakan di setiap provinsi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan
(Gambar 7). Pertama, untuk aspek pilar ekonomi, evaluasi mendalam diperlukan di
Kalimantan Selatan, di mana nilai ekonomi terendah tercatat. Kebijakan yang diarahkan untuk
mengembangkan infrastruktur dan mendiversifikasi ekonomi lokal, terutama melalui
pengembangan sektor-sektor non-ekstraktif, dapat membantu meningkatkan kontribusi
ekonomi provinsi ini. Selain itu, di Kalimantan Timur, di mana perekonomian sangat
bergantung pada sektor pertambangan, perlu ada usaha untuk menciptakan nilai tambah
melalui hilirisasi bahan baku mineral dan peningkatan investasi pada teknologi bersih yang
mendukung keberlanjutan sektor ini.

Aspek Ekonomi
Diversifikasi Ekonomi Hilirisasi Mineral Investasi Teknologi Bersih
Aspek Sosial

Peningkatan Fasilitas

Pendidikan Akses Kesehatan Kesetaraan Sosial

|¢

Aspek Lingkungan

Regulasi Lingkungan Rehabilitasi Lahan Keberlanjutan Sumber Daya

Gambar 7. Strategi Pengembangan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Inklusif di Pulau Kalimantan

Kedua, dalam aspek pilar lingkungan, Kalimantan Selatan memerlukan intervensi yang
signifikan untuk meningkatkan pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan
regulasi yang mengatur kualitas udara dan air, serta program rehabilitasi lahan, dapat menjadi
prioritas utama. Di sisi lain, Kalimantan Utara menunjukkan keberhasilan dalam menjaga
kualitas lingkungan. Namun, strategi berkelanjutan harus terus dikembangkan untuk
memastikan kelestarian jangka panjang, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Negara yang
baru, yang memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih hati-hati dan
berkelanjutan. Ketiga, untuk aspek pilar sosial, peningkatan fasilitas pendidikan dan
kesehatan perlu diutamakan di Kalimantan Barat, di mana skor dimensi sosial menunjukkan
nilai terendah. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan
yang memadai dapat membantu meningkatkan standar hidup dan kesetaraan sosial di
provinsi ini. Di Kalimantan Timur, meskipun capaian dimensi sosial relatif lebih tinggi, tetap
perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat dinikmati
secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam menjamin keadilan distribusi
pendapatan dan kesempatan kerja.

Dalam merancang strategi pengembangan regulasi untuk Pulau Kalimantan, penting untuk
membangun kerangka yang mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan kedua entitas tersebut
diatur dengan jelas, sehingga masing-masing tahu peran dan tanggung jawabnya dalam
mendukung hilirisasi industry (Gambar 8). Dalam konteks regulasi industri yang berkembang
di Pulau Kalimantan, penting untuk meninjau dan menyempurnakan kebijakan yang ada guna
mendukung percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Berlandaskan
pada "Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian" (selanjutnya disebut UU
Perindustrian), khususnya amanat Pasal 14 ayat (1), terdapat keharusan bagi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan perwilayahan industri
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yang merata. Strategi ini harus diimplementasikan melalui regulasi yang tidak hanya
memperhatikan distribusi geografis industri, tetapi juga peningkatan nilai tambah sepanjang
rantai nilai industri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d.

Sinergi Pusatdan
DELIE]]

Penyesuaian
Kebijakan di Level
Provinsi

Regulasi untuk
Pemberian Insentif

Penyusunan PERDA

Peningkatan Nilai
Tambah

Gambar 8. Strategi Pengembangan Regulasi

Lebih lanjut, peran sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana yang
dinyatakan dalam Pasal 109 ayat (1), esensial dalam mendorong penanaman modal di bidang
industri yang dapat memberikan nilai tambah maksimal dari sumber daya nasional. Hal ini
mendukung pendalaman struktur industri nasional dan meningkatkan daya saing industri.
Untuk mencapaitujuanini, dibutuhkan kerangka regulasi yang lebih spesifik dan terfokus pada
kebutuhan provinsi-provinsi di Kalimantan, di mana setiap provinsi perlu menetapkan regulasi
yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan khusus mereka dalam konteks industri lokal.
Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi khusus untuk masing-masing provinsi
di Kalimantan, yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal mereka dalam
meningkatkan hilirisasi. Hal ini mencakup identifikasi industri spesifik yang memiliki potensi
untuk dikembangkan dan penetapan target hilirisasi yang realistis dan terukur.

Selanjutnya, Peraturan Daerah (PERDA) perlu dirancang untuk meningkatkan nilai tambah
manufaktur dengan asas pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. PERDA ini harus
memuat ketentuan yang mendukung peningkatan kapasitas lokal, seperti pelatihan kerja dan
pengembangan infrastruktur, serta mengatur kemitraan antara industri lokal dan investor asing
atau domestik untuk transfer pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, regulasi juga harus
mencakup pemberian insentif kepada industri yang menciptakan nilai tambah tinggi, baik
melalui pengurangan pajak, insentif investasi, atau dukungan finansial lainnya. Insentif
tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi perusahaan untuk
berinvestasi dalam teknologi canggih dan praktek berkelanjutan yang meningkatkan efisiensi
produksi dan mengurangi dampak lingkungan.

Kesimpulan

Studi ini menyajikan analisis untuk mengetahui pengaruh hilirisasi industri manufaktur
terhadap pertumbuhan hijau inklusif (IGGI) di Kalimantan selama periode 2012 — 2022. Hasil
perhitungan pertumbuhan hijau inklusif menunjukan bahwa rata-rata nilai IGGI dan tiga
dimensi pembentuknya (ekonomi, sosial, dan lingkungan) cenderung mengalami penurunan
selama periode penelitian, dengan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020,
bertepatan dengan pandemi Covid-19. Analisis spasial mengungkapkan bahwa Kalimantan
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Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan performa terbaik dalam dimensi ekonomi dan
lingkungan, sementara Kalimantan Selatan menghadapi tantangan terbesar dalam aspek
ekonomi dan lingkungan. Lebih lanjut, analisis regresi menunjukkan bahwa industri
manufaktur, tanpa kebijakan lingkungan yang kuat, dapat berdampak negatif terhadap
pertumbuhan hijau inklusif. Namun, hilirisasi industri manufaktur terbukti memiliki dampak
positif yang signifikan terhadap pertumbuhan hijau inklusif. Penerapan hilirisasi meningkatkan
nilai tambah produk dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, hilirisasi
berpotensi memperbaiki kualitas lingkungan melalui penerapan teknologi bersih dan
pengelolaan limbah yang efektif, serta pelestarian sumber daya alam. Temuan penelitian ini
menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tidak dapat dipandang sebagai kebijakan sektoral yang
berdampak linier, melainkan sebagai mekanisme kondisional yang menentukan apakah
industrialisasi manufaktur mampu menghasilkan pertumbuhan hijau yang inklusif. Secara
keseluruhan, hasil studi ini menekankan pentingnya kebijakan holistik yang mengintegrasikan
pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusivitas sosial untuk mencapai
pertumbuhan hijau yang berkelanjutan di Kalimantan. Dengan optimalisasi sumber daya alam
melalui kebijakan hilirisasi, Kalimantan memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memastikan
keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa
hubungan antara industrialisasi manufaktur dan pertumbuhan hijau inklusif bersifat tidak
langsung dan kondisional. Kebijakan hilirisasi terbukti berperan sebagai variabel moderasi
yang menentukan apakah industrialisasi akan memperburuk atau justru memperbaiki capaian
pertumbuhan hijau inklusif. Temuan ini memperkaya literatur pertumbuhan hijau dengan
menekankan pentingnya kebijakan institusional dalam menjembatani trade-off antara
pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Temuan ini
mengukuhkan teori bahwa integrasi kebijakan lingkungan dalam praktik industri dapat
memperkuat pertumbuhan ekonomi sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Secara
praktis, studi ini menyarankan bahwa penerapan hilirisasi yang efektif dapat meningkatkan
nilai tambah produk sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang
menunjukkan perlunya sinergi antara kebijakan industri dan lingkungan. Namun, penelitian ini
memiliki beberapa limitasi, seperti keterbatasan data yang mungkin mempengaruhi
generalisasi temuan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya termasuk pengkajian lebih
lanjut mengenai efek jangka panjang dari hilirisasi pada berbagai aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan, serta evaluasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan manfaat hilirisasi sambil
minimasi dampak negatifnya. Selain itu, penelitian mendatang bisa menyelidiki faktor-faktor
yang memfasilitasi atau menghambat efektivitas implementasi hilirisasi di berbagai sektor
industri.
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